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WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN ze19
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun
2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2019 belum mengakomodir ketentuan
mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat
yang diangkat melaksanakan tugas Sekretaris Daerah,
pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dan
pejabat struktural yang diberhentikan dari jabatannya
dikarenakan perampingan organisasi, maka perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); n
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 'S
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat
Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 30A)
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012

Nomor 22 A); y /
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Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016, Nomor 87), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017, Nomor 67);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2018
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun  Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 Nomor 86);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan
Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 80),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan
Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2018
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

nall

Walikota adalah Walikota Semarang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. yC /
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Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat
BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kota Semarang.

Calon Pegawai Negeri Sipil selanjunya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi
Negara.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku
oleh seorang PNS.

Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan tetap.

Penjabat Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang diangkat untuk
melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan
tugas dikarenakan terjadi kekosongan Sekretaris Daerah;

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,
kesekretariatan lembaga negara, dan Kkesekretariatan lembaga non
struktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah
kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja non struktural
yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan
pendidikan di wilayah kerja kecamatan.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang
didasarkan pada capaian kinerja pegawai.

Capaian Kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai setiap Pegawai pada
setiap bulan.

Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada
suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian Prestasi Kerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-Kin adalah
aplikasi yang memuat mekanisme penilaian prestasi kerja pegawai melalui

sistem elektronik. Yo /
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Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan
paling rendah pejabat struktural eselon [V.b atau pejabat lain yang
ditentukan.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelangggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar Peraturan Disiplin PNS.

Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak
masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada
PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada
suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri,
yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar
pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai
dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan
menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara
Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.

PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar
instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima
perbantuan.

PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi
induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi
induknya.

Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas
kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena
tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak
diperlukan.

Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan
kepada PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.

Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/ keterangan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian.

Insentif Pumungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif
adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemugutan Pajak dan Retribusi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan
Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pejabat Pfimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) yang ditugaskan sebagai Penjabat
Sekretaris Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IL.b).

"/



Pasal 14B

(1) Pelaksana Tugas dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada
Jabatan meliputi:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Administrator meliputi Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaksana
Tugas yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan
kalender.

(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50% (lima
puluh persen) dari TPP jabatan pelaksana tugas yang bersangkutan.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Satuan Pendidikan
Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang diberikan TPP setara
besaran TPP eselon IV.a.

(2) Pejabat struktural yang diberhentikan dari jabatan karena perampingan
organisasi diberikan TPP sebesar TPP pada jabatan/eselon yang
bersangkutan sebelum perampingan organisasi.

(3) Pejabat struktural yang diberhentikan dari jabatan karena perampingan
organisasi dan diangkat kembali menjadi jabatan fungsional dapat memilih
TPP bulanan setara eselon IV.a atau tunjangan profesi.

Pasal II

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai

dengan 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang

pada tanggal & Japya, orc
WALI EMARANG (

HENDRAR PRIHADI
b

Diundangkan di Semarang
pada tanggal & Jorver 2015
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AGS ANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR



